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MOTTO

WITHOUT ALLAH, I’M NOTHING.1

1Lintang Ayu Triamy. Karangan Sendiri, Jember, 2014
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RINGKASAN

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan adanya

lembaga yang amat baru menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, dengan

kewenangan yang khusus yang merupakan salah satu bentuk judicial control

dalam kerangka sistem check and balances di antara cabang-cabang kekuasaan

pemerintahan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Konsep Negara

kesatuan menurut Undang-Undang Dasar 1945, di dalam perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan

Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap

pecahnya Negara kesatuan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dikatakan

dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah

Konstitusi dalam Pasal 1 ayat (1) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam

rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai

dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi (Penjelasan Undang-Undang

Mahkmah Konstitusi). Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal

10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah

Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final, perkara-perkara ketatanegaraan tertentu.

Perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia yang terus berkembang seiring

dengan kebutuhan kehidupan masyarakat terlebih yang menyangkut hak-hak dasar

masyarakat yang diatur oleh Konstitusi sebagaimana juga masalah ketatanegaraan

terutama dalam hal problem Konstitusional masih relevan untuk diperbincangkan

di tengah majunya sistem ketatanegaraan dalam sebuah negara hukum. Negara

Hukum diartikan Negara yang penyelenggaraan pemerintahanya berdasarkan

prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah.
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Berdasarkan uraiam latar belakang tersebut, timbul keinginan penulis

untuk meneliti tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak

Konstitusional Warga Negara dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

“KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN

TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR UNTUK MELINDUNGI HAK

KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA”.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apakah kedudukan Mahkamah

Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung apabila dilihat dari kewenangannya

dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan (judicial review) dan apakah

kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan yang pertama dan terakhir

dapat diartikan sebagai jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang

apakah kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung

apabila dilihat dari kewenangannya dalam hal pengujian peraturan perundang-

undangan (judicial review) dan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai

pelindung hak Konstitusional.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis

normatif. Pendekatan masalah digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan

konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi, Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan,

Undang-Undang Mahkamah Agung, Kamus hukum, literature dan internet.

Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif.

Selanjutnya di tarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu

menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat menuju hal yang bersifat

khusus sehingga diharapkan dapat memberikan skripsi tentang apa yang

seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait kedudukan

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam hal pengujian Undang-

Undang dan Mahkamah Konstitus sebagai pelindung Hak Konstitusional. Dalam

saran atas kesimpulan di atas Kedudukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga

peradilan yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang
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dasar memberikan jaminan terhadap perlindungan hak konstitusional warga

negara dari kekaburan sebuah norma hukum. Putusan mahkamah konstitusi yang

bersifat final and binding bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang

juga bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara
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